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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. 
Pengaturan Hukum Mengenai Peran Kurir dan Penerima Paket dalam Tindak Pidana Narkotika Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Pengaturan hukum mengenai peran kurir dan penerima paket dalam tindak pidana narkotika pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut menjadi dasar utama dalam menentukan perbuatan apa saja yang termasuk sebagai tindak pidana narkotika, termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, menerima, menyimpan, menguasai, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika. Dalam konteks pengiriman paket, kurir dan penerima paket dapat masuk dalam konstruksi hukum pidana apabila terbukti memiliki pengetahuan dan kesengajaan terhadap narkotika yang dikirimkan atau diterima tersebut.

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus karena pengaturannya berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun demikian, prinsip-prinsip umum hukum pidana tetap digunakan dalam menilai perbuatan pelaku, terutama berkaitan dengan unsur kesalahan, kesengajaan, dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, kurir maupun penerima paket tidak dapat langsung dipidana hanya karena berada dalam proses pengiriman atau penerimaan barang, melainkan harus dibuktikan lebih dahulu apakah terdapat unsur melawan hukum dan kesalahan dalam perbuatannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu ketentuan penting yang relevan dengan posisi kurir adalah Pasal 115. Pasal tersebut mengatur larangan terhadap setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I. Ketentuan ini sangat berkaitan dengan peran kurir karena kurir berada pada posisi sebagai pihak yang secara fisik mengantarkan atau memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain.

Namun, penerapan Pasal 115 Undang-Undang Narkotika terhadap kurir tidak boleh dilakukan secara otomatis. Dalam praktiknya, terdapat kemungkinan bahwa kurir jasa pengiriman hanya menjalankan pekerjaan administratif dan teknis sebagai pengantar paket tanpa mengetahui isi paket tersebut. Oleh karena itu, unsur pengetahuan dan kesengajaan menjadi hal penting yang harus dibuktikan oleh penyidik agar tidak terjadi kesalahan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Selain Pasal 115, Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memiliki relevansi dengan penerima paket. Pasal ini mengatur mengenai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Apabila penerima paket terbukti mengetahui bahwa paket yang diterimanya berisi narkotika, maka perbuatannya dapat dikonstruksikan sebagai penguasaan atau kepemilikan narkotika secara melawan hukum.

Kedudukan penerima paket dalam tindak pidana narkotika harus dilihat dari hubungan antara penerima dengan barang yang diterimanya. Apabila penerima paket hanya menerima barang tanpa mengetahui isi paket tersebut, maka belum cukup alasan untuk memidanakannya. Sebaliknya, apabila penerima paket telah mengetahui, menunggu, memberikan alamat, berkomunikasi dengan pengirim, atau memiliki peran dalam transaksi narkotika, maka penerima paket dapat dianggap memiliki keterlibatan dalam tindak pidana narkotika.

Pengaturan hukum terhadap kurir dan penerima paket juga dapat dikaitkan dengan Pasal 114 Undang-Undang Narkotika yang mengatur tentang perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika. Pasal ini dapat digunakan apabila dalam hasil penyidikan ditemukan bahwa kurir atau penerima paket tidak hanya membawa atau menerima barang, tetapi juga terlibat dalam transaksi narkotika sebagai perantara atau bagian dari jaringan peredaran.

Peran kurir dalam tindak pidana narkotika melalui jasa pengiriman tidak selalu sama dengan kurir perusahaan ekspedisi. Kurir dalam jaringan narkotika dapat berarti orang yang sengaja ditugaskan oleh bandar atau pengedar untuk membawa narkotika kepada pihak tertentu. Sementara itu, kurir jasa pengiriman resmi dapat saja hanya menjalankan tugas pekerjaannya tanpa mengetahui isi paket. Perbedaan ini sangat penting karena menentukan apakah seseorang dapat diposisikan sebagai pelaku tindak pidana atau hanya sebagai pihak yang tidak mengetahui adanya tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Johanes Rony S., S.H. selaku penyidik pada tanggal 21 Mei 2026, diketahui bahwa dalam perkara narkotika melalui jasa pengiriman, penyidik tidak hanya melihat posisi seseorang sebagai kurir atau penerima paket, tetapi juga melihat hubungan orang tersebut dengan paket, komunikasi dengan pengirim, tujuan pengiriman, serta pengetahuan terhadap isi paket. Dengan demikian, penyidik menekankan bahwa pembuktian unsur kesengajaan menjadi kunci dalam menentukan status hukum kurir dan penerima paket.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan hukum tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga harus diterapkan berdasarkan fakta yang ditemukan dalam penyidikan. Penyidik harus dapat membedakan antara kurir yang benar-benar bagian dari jaringan narkotika dengan kurir yang hanya menjalankan pekerjaan sebagai pengantar barang. Perbedaan ini penting agar penegakan hukum tetap berjalan objektif dan tidak merugikan pihak yang tidak memiliki niat jahat.

Dalam hukum pidana, asas tiada pidana tanpa kesalahan menjadi dasar penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Asas ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak memiliki kesalahan atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu, meskipun narkotika ditemukan dalam paket yang dibawa atau diterima seseorang, tetap harus dibuktikan apakah orang tersebut mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut.

Prinsip kesalahan tersebut menjadi dasar penting dalam menganalisis peran penerima paket. Penerima paket dapat saja menjadi korban penyalahgunaan identitas atau alamat oleh jaringan narkotika. Dalam keadaan demikian, penerima paket tidak dapat langsung dianggap sebagai pelaku apabila tidak terdapat bukti komunikasi, kesepakatan, atau tindakan aktif yang menunjukkan bahwa ia mengetahui paket tersebut berisi narkotika.

Menurut Aipda Adrian Alwin, S.H. selaku penyidik pembantu dalam wawancara tanggal 21 Mei 2026, penerima paket biasanya diperiksa secara mendalam untuk mengetahui apakah yang bersangkutan memang menunggu paket tersebut, mengetahui pengirimnya, pernah melakukan komunikasi sebelumnya, atau memiliki hubungan dengan jaringan narkotika. Hal ini dilakukan agar penyidik tidak keliru dalam menilai apakah penerima paket merupakan pelaku atau hanya pihak yang namanya dicatut.

Dalam konteks penyertaan tindak pidana, ketentuan Pasal 55 KUHP juga dapat digunakan untuk menganalisis keterlibatan kurir dan penerima paket. Apabila kurir atau penerima paket terbukti bekerja sama dengan pihak lain dalam proses pengiriman narkotika, maka mereka dapat dikategorikan sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana. Namun, penyertaan hanya dapat diterapkan apabila terdapat kerja sama yang sadar antara para pelaku.

Selain Pasal 55 KUHP, Pasal 56 KUHP juga dapat menjadi dasar dalam melihat kemungkinan adanya perbuatan membantu melakukan tindak pidana. Seorang kurir atau penerima paket dapat diposisikan sebagai pihak yang membantu apabila perannya tidak dominan sebagai pelaku utama, tetapi tetap memberikan bantuan dalam terlaksananya pengiriman narkotika. Bantuan tersebut dapat berupa menyediakan alamat, menerima paket, mengambil barang, atau menyerahkan kembali narkotika kepada pihak lain.

Pengaturan hukum terhadap peran kurir dan penerima paket juga berkaitan erat dengan pembuktian dalam hukum acara pidana. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam perkara narkotika melalui jasa pengiriman, alat bukti tersebut digunakan untuk membuktikan apakah kurir atau penerima paket memiliki hubungan hukum dan hubungan faktual dengan narkotika yang dikirim.

Dalam praktik penyidikan, alat bukti yang biasanya penting antara lain resi pengiriman, identitas pengirim dan penerima, rekaman CCTV, percakapan telepon, pesan singkat, bukti transfer, keterangan petugas ekspedisi, serta hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti. Semua bukti tersebut harus dirangkai untuk menunjukkan apakah seseorang hanya berada dalam posisi administratif atau benar-benar terlibat dalam peredaran narkotika.

Berdasarkan wawancara dengan Aipda Johanes Rony S., S.H. pada tanggal 21 Mei 2026, penyidik biasanya menelusuri asal paket, identitas pengirim, alamat tujuan, serta komunikasi antara pengirim dan penerima. Penyidik juga memeriksa apakah penerima paket memberikan instruksi khusus, menggunakan identitas palsu, atau menunjukkan gelagat yang mengarah pada pengetahuan terhadap isi paket. Hal ini menjadi bagian penting dalam menentukan konstruksi hukum terhadap penerima paket.

Ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika memberikan ruang yang luas bagi aparat penegak hukum untuk menjerat berbagai pihak yang terlibat dalam peredaran narkotika. Namun, luasnya rumusan tindak pidana tersebut harus tetap diimbangi dengan prinsip kehati-hatian. Hal ini penting karena dalam kasus pengiriman paket, pihak yang bersentuhan langsung dengan barang belum tentu merupakan pemilik atau bagian dari jaringan narkotika.

Peran kurir dalam tindak pidana narkotika dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Pertama, kurir yang secara sadar menjadi bagian dari jaringan peredaran narkotika. Kedua, kurir yang tidak mengetahui isi paket karena hanya menjalankan tugas sebagai pegawai atau pekerja jasa pengiriman. Perbedaan ini menentukan apakah kurir tersebut dapat dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang Narkotika atau justru tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Kurir yang mengetahui isi paket dan dengan sengaja mengantarkan narkotika kepada penerima dapat dikenakan ketentuan pidana karena perbuatannya memenuhi unsur membawa, mengirim, atau mengangkut narkotika tanpa hak. Dalam hal ini, kurir bukan hanya sekadar pengantar, tetapi telah menjadi bagian dari proses distribusi narkotika. Kesengajaan dapat dibuktikan dari adanya imbalan tidak wajar, komunikasi dengan bandar, penggunaan kode tertentu, atau pengakuan dalam pemeriksaan.

Sementara itu, penerima paket yang mengetahui isi paket dan secara sadar menerima narkotika dapat dikenakan pidana karena telah menguasai atau menerima narkotika tanpa hak. Apabila penerima tersebut juga memesan atau membeli narkotika, maka konstruksi pasal yang digunakan dapat menjadi lebih berat karena berkaitan dengan transaksi atau peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, posisi penerima paket sangat bergantung pada fakta hukum yang ditemukan penyidik.

Dalam wawancara tanggal 21 Mei 2026, Aipda Adrian Alwin, S.H. menjelaskan bahwa penerima paket tidak selalu langsung ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik terlebih dahulu memeriksa apakah penerima tersebut mengetahui isi paket, apakah pernah melakukan komunikasi dengan pengirim, dan apakah terdapat bukti bahwa penerima memang menjadi tujuan akhir peredaran narkotika. Dengan cara tersebut, penyidikan berusaha membedakan antara pelaku dan pihak yang tidak mengetahui tindak pidana.

Pengaturan hukum terhadap kurir dan penerima paket juga harus dipahami dalam kerangka pemberantasan peredaran gelap narkotika. Jaringan narkotika sering memanfaatkan jasa pengiriman karena dianggap lebih aman, cepat, dan dapat menyamarkan identitas pelaku utama. Oleh sebab itu, hukum pidana memberikan dasar bagi aparat untuk menindak siapa pun yang terbukti memiliki keterlibatan dalam proses pengiriman narkotika.

Meskipun demikian, pengaturan hukum pidana tidak boleh digunakan secara berlebihan. Setiap orang yang diperiksa harus tetap memperoleh perlindungan hukum dan hak-haknya sebagai warga negara. Dalam hal ini, prinsip due process of law harus tetap dijalankan agar proses hukum tidak hanya berorientasi pada pemberantasan narkotika, tetapi juga menjamin keadilan bagi pihak yang belum tentu bersalah.

Dalam konteks perundang-undangan Indonesia, peran kepolisian sebagai penyidik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan KUHAP. Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana, termasuk tindak pidana narkotika. Kewenangan ini menjadi dasar bagi penyidik Polda Sumatera Utara dalam mengungkap perkara narkotika melalui jasa pengiriman.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa penyidik memiliki tanggung jawab untuk menemukan kebenaran materiil dalam suatu perkara. Kebenaran materiil tidak hanya berarti menemukan barang bukti narkotika, tetapi juga menentukan siapa yang benar-benar bertanggung jawab secara pidana. Oleh karena itu, dalam perkara pengiriman narkotika, penyidik harus mengungkap hubungan antara barang bukti, kurir, penerima paket, pengirim, dan jaringan yang lebih luas.

Menurut Aipda Johanes Rony S., S.H. dalam wawancara tanggal 21 Mei 2026, perkara narkotika melalui jasa pengiriman membutuhkan ketelitian karena pelaku sering menggunakan identitas palsu, alamat tidak jelas, atau melibatkan orang lain untuk mengambil paket. Oleh karena itu, penyidik tidak hanya berfokus pada orang yang menerima paket, tetapi juga menelusuri siapa yang memesan, siapa yang membayar, dan siapa yang mengendalikan pengiriman tersebut.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa pengaturan hukum mengenai kurir dan penerima paket tidak dapat dipahami secara sederhana. Seseorang dapat saja berada dalam posisi sebagai penerima secara fisik, tetapi bukan pengendali utama. Sebaliknya, seseorang yang tidak menerima langsung paket dapat saja menjadi pengendali atau pemilik narkotika apabila terbukti mengatur pengiriman tersebut dari awal.

Dalam hukum pidana, penentuan peran pelaku sangat penting karena berkaitan dengan pasal yang diterapkan dan berat ringannya pertanggungjawaban pidana. Kurir yang hanya membantu pengiriman dapat memiliki posisi berbeda dengan bandar atau pemilik narkotika. Demikian pula penerima paket dapat memiliki kedudukan berbeda, apakah sebagai pembeli, penyimpan, perantara, atau hanya pihak yang dimanfaatkan oleh jaringan narkotika.

Undang-Undang Narkotika memberikan ancaman pidana yang berat terhadap perbuatan yang berkaitan dengan peredaran narkotika. Beratnya ancaman pidana tersebut menunjukkan bahwa negara memandang narkotika sebagai kejahatan serius yang berdampak luas bagi masyarakat. Namun, karena ancaman pidananya berat, maka pembuktian terhadap kesalahan kurir dan penerima paket juga harus dilakukan secara kuat, hati-hati, dan tidak hanya berdasarkan dugaan.

Berdasarkan wawancara dengan Aipda Adrian Alwin, S.H. pada tanggal 21 Mei 2026, penyidik dalam perkara seperti ini biasanya menggabungkan keterangan saksi, keterangan tersangka, barang bukti, hasil laboratorium, dan bukti komunikasi untuk menentukan pasal yang tepat. Apabila bukti hanya menunjukkan bahwa seseorang menerima paket tanpa mengetahui isinya, maka penyidik harus mempertimbangkan kembali status hukum orang tersebut. Namun apabila terdapat bukti komunikasi dan kesengajaan, maka unsur pidana dapat diarahkan secara lebih kuat.

Dengan demikian, pengaturan hukum terhadap peran kurir dan penerima paket dalam tindak pidana narkotika bersifat berlapis. Undang-Undang Narkotika mengatur perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, menerima, menguasai, dan menjadi perantara. KUHP memberikan dasar mengenai penyertaan dan pembantuan. KUHAP memberikan dasar pembuktian dan prosedur penyidikan. Keseluruhan aturan tersebut harus diterapkan secara terpadu agar penegakan hukum berjalan adil.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kurir dan penerima paket dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memiliki kesalahan, pengetahuan, dan keterlibatan dalam tindak pidana narkotika. Sebaliknya, apabila tidak terdapat bukti bahwa mereka mengetahui isi paket atau terlibat dalam jaringan narkotika, maka pemidanaan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan posisi mereka sebagai pengantar atau penerima barang.

Oleh karena itu, jawaban atas rumusan masalah pertama adalah bahwa pengaturan hukum mengenai peran kurir dan penerima paket dalam tindak pidana narkotika di Indonesia diatur terutama dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan dukungan KUHP dan KUHAP. Kurir dapat dijerat apabila terbukti membawa, mengirim, mengangkut, atau menjadi perantara narkotika secara sadar. Penerima paket dapat dijerat apabila terbukti mengetahui, menerima, menguasai, atau menjadi bagian dari transaksi narkotika. Namun, seluruhnya tetap harus didasarkan pada pembuktian unsur kesalahan dan kesengajaan agar pertanggungjawaban pidana tidak keliru diterapkan.
B. 
Proses Penyidikan terhadap Kurir dan Penerima Paket dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika melalui Jasa Pengiriman di Polda Sumatera Utara
Proses penyidikan terhadap kurir dan penerima paket dalam perkara tindak pidana narkotika melalui jasa pengiriman pada dasarnya merupakan bagian dari upaya aparat kepolisian untuk mengungkap peredaran gelap narkotika yang menggunakan sistem distribusi barang sebagai sarana kejahatan. Dalam perkara seperti ini, penyidikan tidak hanya diarahkan untuk menemukan barang bukti narkotika, tetapi juga untuk membuktikan siapa pihak yang mengetahui, menguasai, mengirimkan, menerima, atau mengendalikan paket tersebut. Oleh karena itu, penyidikan harus dilakukan secara cermat agar peran kurir dan penerima paket dapat dibedakan secara objektif.

Penyidikan tindak pidana narkotika diawali dari adanya informasi atau laporan mengenai dugaan pengiriman paket yang berisi narkotika. Informasi tersebut dapat berasal dari masyarakat, petugas jasa pengiriman, hasil penyelidikan kepolisian, atau pengembangan dari perkara narkotika sebelumnya. Setelah informasi diperoleh, penyidik melakukan verifikasi awal untuk memastikan apakah informasi tersebut memiliki dasar yang cukup untuk ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan dan penyidikan.

Dalam konteks hukum acara pidana, penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Bukti tersebut digunakan untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Oleh karena itu, dalam kasus narkotika melalui jasa pengiriman, penyidik harus mengumpulkan bukti yang dapat menjelaskan hubungan antara paket, barang bukti narkotika, kurir, penerima paket, pengirim, serta pihak lain yang diduga terlibat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Johanes Rony S., S.H. selaku penyidik pada tanggal 21 Mei 2026, proses awal penyidikan biasanya dilakukan dengan menelusuri informasi mengenai paket yang dicurigai, termasuk identitas pengirim, identitas penerima, alamat tujuan, nomor resi, serta jalur pengiriman paket. Penelusuran ini penting karena dalam perkara narkotika melalui jasa pengiriman, pelaku sering menggunakan identitas palsu atau alamat yang tidak sesuai untuk menghindari pelacakan oleh aparat penegak hukum.

Setelah informasi awal dianggap cukup, penyidik melakukan tindakan penyelidikan untuk memastikan dugaan adanya tindak pidana narkotika. Penyelidikan dilakukan melalui pengamatan, pengumpulan keterangan awal, koordinasi dengan pihak jasa pengiriman, serta pemantauan terhadap paket yang diduga berisi narkotika. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa tindakan penyidik tidak dilakukan secara gegabah, melainkan berdasarkan dugaan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
 

Dalam perkara narkotika melalui jasa pengiriman, koordinasi antara penyidik dan pihak ekspedisi menjadi hal yang sangat penting. Pihak jasa pengiriman dapat memberikan informasi mengenai proses penerimaan paket, data pengirim, data penerima, waktu pengiriman, petugas yang menerima barang, serta bukti administrasi berupa resi pengiriman. Informasi tersebut dapat membantu penyidik dalam membangun rangkaian peristiwa hukum sejak paket dikirim hingga diterima oleh pihak yang dituju.

Berdasarkan wawancara dengan Aipda Adrian Alwin, S.H. selaku penyidik pembantu pada tanggal 21 Mei 2026, penyidik biasanya meminta keterangan dari petugas jasa pengiriman untuk mengetahui siapa yang menyerahkan paket, bagaimana bentuk paket tersebut, apakah terdapat kejanggalan pada alamat atau identitas, serta bagaimana prosedur pengiriman dilakukan. Keterangan petugas ekspedisi menjadi penting karena dapat memperkuat dugaan adanya tindak pidana sekaligus membantu mengidentifikasi pihak-pihak yang berkaitan dengan pengiriman paket.

Setelah dilakukan penyelidikan awal, penyidik dapat melakukan tindakan pengamanan terhadap paket yang diduga berisi narkotika. Tindakan ini dilakukan agar barang bukti tidak hilang, berubah, atau berpindah tangan sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pengamanan barang bukti harus dilakukan sesuai prosedur karena narkotika merupakan barang bukti yang sangat sensitif dan memiliki nilai pembuktian yang penting dalam proses pidana.

Apabila dalam paket ditemukan barang yang diduga narkotika, penyidik kemudian melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara pidana. Dalam hal ini, barang bukti berupa narkotika, kemasan paket, resi pengiriman, identitas pengirim dan penerima, serta alat komunikasi yang berkaitan dengan pengiriman dapat disita sebagai bagian dari alat bukti dalam penyidikan.

Penyitaan terhadap barang bukti narkotika harus disertai dengan administrasi penyidikan yang lengkap. Administrasi tersebut dapat berupa berita acara penyitaan, surat perintah penyitaan, tanda terima barang bukti, dan dokumen pendukung lainnya. Kelengkapan administrasi ini penting untuk menjamin bahwa barang bukti yang diperoleh penyidik sah menurut hukum dan dapat digunakan dalam proses pembuktian pada tahap berikutnya.

Dalam proses penyidikan, pemeriksaan terhadap kurir dilakukan untuk mengetahui apakah kurir tersebut hanya menjalankan tugas pengiriman biasa atau memiliki pengetahuan terhadap isi paket. Penyidik akan menggali keterangan mengenai siapa yang memberikan paket, bagaimana proses pengambilan dan pengantaran paket, apakah kurir mengetahui isi barang, serta apakah kurir menerima imbalan khusus di luar upah pengiriman biasa. Pemeriksaan ini penting untuk membedakan kurir ekspedisi yang tidak bersalah dengan kurir jaringan narkotika.

Menurut Aipda Johanes Rony S., S.H. dalam wawancara tanggal 21 Mei 2026, kurir tidak dapat langsung dianggap sebagai pelaku hanya karena membawa paket. Penyidik harus membuktikan terlebih dahulu apakah kurir mengetahui bahwa paket tersebut berisi narkotika. Apabila kurir hanya menjalankan tugas sebagai petugas pengiriman dan tidak terdapat bukti komunikasi atau kesengajaan, maka penyidik harus berhati-hati dalam menentukan status hukumnya.

Selain kurir, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap penerima paket. Pemeriksaan terhadap penerima paket dilakukan untuk mengetahui apakah penerima benar-benar mengetahui isi paket, apakah penerima memesan barang tersebut, apakah penerima pernah berhubungan dengan pengirim, serta apakah penerima memberikan alamat atau instruksi tertentu dalam pengiriman. Hal ini penting karena penerima paket merupakan pihak yang berada pada titik akhir distribusi barang.

Dalam praktiknya, penerima paket dapat memiliki berbagai kemungkinan kedudukan hukum. Penerima dapat menjadi pelaku apabila terbukti mengetahui dan menguasai narkotika. Penerima juga dapat menjadi perantara apabila paket tersebut akan diserahkan kembali kepada orang lain. Namun, penerima juga dapat menjadi pihak yang tidak bersalah apabila namanya atau alamatnya hanya digunakan oleh jaringan narkotika tanpa sepengetahuannya. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap penerima harus dilakukan secara mendalam.

Berdasarkan wawancara dengan Aipda Adrian Alwin, S.H. pada tanggal 21 Mei 2026, penyidik biasanya memeriksa riwayat komunikasi penerima paket untuk mengetahui apakah terdapat hubungan dengan pengirim atau pihak lain yang mengendalikan paket. Pemeriksaan komunikasi dilakukan karena dalam banyak perkara narkotika, transaksi dan instruksi pengiriman dilakukan melalui telepon, pesan singkat, atau aplikasi percakapan. Bukti komunikasi tersebut dapat menjadi petunjuk penting dalam membuktikan keterlibatan penerima paket.

Selain pemeriksaan komunikasi, penyidik juga menelusuri identitas pengirim paket. Penelusuran ini penting karena pengirim sering kali menggunakan identitas palsu, nomor telepon tidak aktif, atau alamat yang tidak benar. Dalam kondisi demikian, penyidik perlu mengembangkan perkara melalui keterangan saksi, rekaman CCTV, data resi, dan informasi dari pihak ekspedisi untuk mengetahui siapa sebenarnya pihak yang mengirimkan paket narkotika tersebut.

Penyidik juga dapat melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara. Saksi tersebut dapat berasal dari petugas jasa pengiriman, masyarakat yang mengetahui pengiriman paket, petugas keamanan, pihak yang berada di lokasi penyerahan paket, atau orang yang mengetahui hubungan antara pengirim dan penerima. Keterangan saksi sangat penting karena dapat membantu menerangkan peristiwa pidana dan memperkuat alat bukti lainnya.

Dalam sistem pembuktian pidana, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah. Namun, keterangan saksi tidak berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan alat bukti lain agar membentuk rangkaian pembuktian yang kuat. Oleh karena itu, dalam perkara narkotika melalui jasa pengiriman, keterangan saksi harus dikaitkan dengan barang bukti, hasil laboratorium, dokumen pengiriman, bukti komunikasi, dan keterangan tersangka.

Pemeriksaan terhadap barang bukti yang diduga narkotika dilakukan melalui uji laboratorium forensik. Pemeriksaan laboratorium bertujuan untuk memastikan jenis barang bukti, apakah benar merupakan narkotika, golongan narkotika, serta berat bersih barang bukti tersebut. Hasil pemeriksaan laboratorium sangat penting karena menentukan penerapan pasal dalam Undang-Undang Narkotika dan menjadi dasar pembuktian bahwa barang tersebut benar termasuk narkotika.

Barang bukti narkotika yang ditemukan dalam paket harus dijaga rantai penguasaannya sejak ditemukan, disita, diperiksa, hingga diajukan dalam berkas perkara. Hal ini penting untuk mencegah adanya keraguan terhadap keaslian dan integritas barang bukti. Apabila rantai penguasaan barang bukti tidak jelas, maka hal tersebut dapat melemahkan pembuktian dalam proses peradilan pidana.

Dalam perkara narkotika melalui jasa pengiriman, penyidik juga dapat melakukan pengembangan perkara. Pengembangan dilakukan untuk mengetahui apakah kurir dan penerima paket hanya merupakan bagian kecil dari jaringan yang lebih luas. Pengembangan ini dapat diarahkan untuk mencari pengirim, pemesan, bandar, atau pihak yang mengendalikan peredaran narkotika tersebut. Dengan demikian, penyidikan tidak berhenti hanya pada pihak yang tertangkap menerima atau membawa paket.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Johanes Rony S., S.H. pada tanggal 21 Mei 2026, penyidikan perkara narkotika melalui jasa pengiriman sering menghadapi kendala karena pelaku utama tidak selalu muncul secara langsung. Pelaku sering menggunakan orang lain untuk mengambil paket, memakai nama samaran, atau mengendalikan pengiriman dari jarak jauh. Oleh sebab itu, penyidik harus mengembangkan perkara melalui bukti digital, keterangan saksi, dan analisis hubungan antar pihak.

Dalam proses penyidikan, penetapan tersangka terhadap kurir atau penerima paket harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan tersebut tidak boleh hanya berupa keberadaan seseorang di sekitar paket, tetapi harus menunjukkan adanya dugaan kuat bahwa orang tersebut terlibat dalam tindak pidana. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam hukum acara pidana agar penetapan tersangka tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Apabila terhadap kurir ditemukan bukti bahwa ia mengetahui isi paket, menerima perintah dari jaringan narkotika, atau mendapatkan imbalan khusus untuk membawa narkotika, maka penyidik dapat meningkatkan statusnya sebagai tersangka. Namun apabila kurir hanya menjalankan tugas pengiriman biasa dan tidak terdapat bukti kesengajaan, maka kurir lebih tepat diposisikan sebagai saksi. Pembedaan ini menjadi bagian penting dari objektivitas penyidikan.

Hal yang sama juga berlaku terhadap penerima paket. Apabila penerima paket terbukti menunggu paket, mengetahui nomor resi, berkomunikasi dengan pengirim, memberikan instruksi pengambilan, atau memiliki hubungan dengan jaringan narkotika, maka penyidik dapat menilai adanya unsur pengetahuan dan kesengajaan. Namun apabila penerima tidak mengetahui isi paket dan tidak ada hubungan dengan pengirim, maka penyidik harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa penerima hanya dimanfaatkan oleh pelaku lain.

Menurut Aipda Adrian Alwin, S.H. dalam wawancara tanggal 21 Mei 2026, kendala utama dalam membuktikan keterlibatan penerima paket adalah membuktikan unsur pengetahuan. Hal ini karena penerima sering membantah mengetahui isi paket, sementara pengirim sulit dilacak. Oleh karena itu, penyidik harus mencari bukti pendukung seperti komunikasi, transaksi keuangan, riwayat pengiriman sebelumnya, dan keterangan saksi untuk memperkuat konstruksi pembuktian.

Proses penyidikan juga harus memperhatikan hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP. Tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas, berhak didampingi penasihat hukum, dan berhak diperlakukan secara manusiawi. Pemenuhan hak-hak tersebut penting agar proses penyidikan tidak hanya mengejar pengungkapan perkara, tetapi juga tetap menjunjung prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam perkara narkotika, penyidik juga harus menyusun berita acara pemeriksaan secara lengkap dan jelas. BAP menjadi dokumen penting yang memuat keterangan saksi, tersangka, dan tindakan penyidikan yang telah dilakukan. BAP tersebut akan menjadi bagian dari berkas perkara yang nantinya diserahkan kepada penuntut umum. Oleh karena itu, BAP harus menggambarkan secara rinci peran masing-masing pihak dalam perkara narkotika melalui jasa pengiriman.

Penyusunan BAP terhadap kurir harus memuat kronologi bagaimana kurir menerima paket, kepada siapa paket akan diserahkan, apakah kurir mengetahui isi paket, serta apakah terdapat komunikasi dengan pihak lain selain prosedur pengiriman biasa. Sementara itu, BAP terhadap penerima paket harus memuat penjelasan mengenai hubungan penerima dengan pengirim, alasan menerima paket, pengetahuan terhadap isi paket, serta apakah penerima memiliki peran lebih lanjut setelah paket diterima.

Setelah alat bukti dianggap cukup, penyidik menyusun berkas perkara untuk dilimpahkan kepada penuntut umum. Berkas perkara tersebut harus memuat konstruksi hukum yang jelas mengenai pasal yang disangkakan, peran masing-masing tersangka, barang bukti yang ditemukan, serta alat bukti yang mendukung. Apabila berkas perkara belum lengkap, penuntut umum dapat mengembalikan berkas kepada penyidik untuk dilengkapi sesuai petunjuk jaksa.

Dalam tahap pemberkasan, penyidik harus mampu menjelaskan apakah kurir dan penerima paket dikenakan pasal yang sama atau berbeda. Perbedaan pasal dapat terjadi karena peran setiap pihak tidak selalu sama. Kurir dapat dijerat dengan ketentuan membawa, mengirim, atau mengangkut narkotika, sedangkan penerima paket dapat dijerat dengan ketentuan menerima, menguasai, menyimpan, atau menjadi bagian dari transaksi narkotika apabila unsur-unsurnya terpenuhi.

Proses penyidikan di Polda Sumatera Utara terhadap perkara narkotika melalui jasa pengiriman dengan demikian dilakukan secara bertahap, mulai dari penerimaan informasi, penyelidikan, koordinasi dengan jasa pengiriman, pengamanan dan penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi, pemeriksaan kurir dan penerima paket, pemeriksaan laboratorium, analisis bukti komunikasi, hingga pemberkasan perkara. Setiap tahapan tersebut memiliki fungsi penting dalam memastikan bahwa perkara menjadi terang dan pihak yang bertanggung jawab dapat ditentukan secara tepat.

Berdasarkan wawancara dengan Aipda Johanes Rony S., S.H. dan Aipda Adrian Alwin, S.H. pada tanggal 21 Mei 2026, dapat dipahami bahwa penyidikan perkara narkotika melalui jasa pengiriman menuntut ketelitian yang tinggi karena modus yang digunakan pelaku semakin berkembang. Penyidik tidak hanya melihat barang bukti narkotika, tetapi juga menelusuri pola komunikasi, hubungan antar pihak, tujuan pengiriman, dan kemungkinan adanya jaringan yang mengendalikan pengiriman tersebut.

Dengan demikian, proses penyidikan terhadap kurir dan penerima paket tidak hanya bertujuan membuktikan adanya narkotika dalam paket, tetapi juga menentukan secara tepat siapa yang mempunyai kesalahan dan peran pidana. Penyidikan yang baik harus mampu membedakan antara kurir atau penerima yang benar-benar terlibat dengan pihak yang hanya dimanfaatkan oleh jaringan narkotika. Hal ini penting agar penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika tetap berjalan adil dan tidak salah sasaran.

Jawaban atas rumusan masalah kedua adalah bahwa proses penyidikan terhadap kurir dan penerima paket dalam perkara tindak pidana narkotika melalui jasa pengiriman di Polda Sumatera Utara dilakukan melalui tahapan penyelidikan informasi awal, koordinasi dengan jasa pengiriman, pengamanan dan penyitaan paket, pemeriksaan barang bukti, pemeriksaan saksi, pemeriksaan kurir dan penerima paket, penelusuran komunikasi serta identitas pengirim, pemeriksaan laboratorium, penetapan tersangka apabila bukti cukup, dan penyusunan berkas perkara. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa peran kurir dan penerima paket dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah, bukan hanya berdasarkan dugaan atau keberadaan fisik mereka dalam proses pengiriman.
C. 
Pertanggungjawaban Pidana Kurir dan Penerima Paket dalam Tindak Pidana Narkotika melalui Jasa Pengiriman Berdasarkan Hasil Penyidikan di Polda Sumatera Utara
Pertanggungjawaban pidana terhadap kurir dan penerima paket dalam tindak pidana narkotika melalui jasa pengiriman harus didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana dan unsur kesalahan. Dalam hukum pidana, seseorang tidak cukup hanya berada di sekitar barang bukti atau berhubungan secara fisik dengan paket, tetapi harus dibuktikan bahwa ia mengetahui, menghendaki, atau setidaknya sadar terhadap perbuatannya yang berkaitan dengan narkotika. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini harus dibangun melalui pembuktian yang sah dan tidak boleh hanya berdasarkan dugaan.
 

Prinsip utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila terdapat kesalahan dalam dirinya, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan yang relevan dengan perbuatan pidana. Dalam perkara narkotika melalui jasa pengiriman, asas ini menjadi penting karena kurir atau penerima paket dapat saja tidak mengetahui bahwa paket yang dibawa atau diterima berisi narkotika.

Kurir dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila hasil penyidikan menunjukkan bahwa kurir tersebut mengetahui isi paket dan dengan sengaja membawa, mengirim, mengangkut, atau menyerahkan narkotika kepada pihak lain. Dalam kondisi demikian, kurir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja pengiriman biasa, melainkan sebagai bagian dari peredaran gelap narkotika. Perbuatannya dapat dikaitkan dengan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena berkaitan dengan tindakan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika.

Namun, apabila kurir merupakan pegawai jasa pengiriman yang hanya menjalankan tugas berdasarkan prosedur perusahaan dan tidak mengetahui isi paket, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan secara langsung. Penyidik harus membedakan antara kurir dalam arti pekerja ekspedisi dengan kurir dalam arti pelaku jaringan narkotika. Perbedaan ini sangat penting karena dalam hukum pidana, peran faktual seseorang harus dibuktikan secara jelas sebelum ia dibebani tanggung jawab pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Johanes Rony S., S.H. selaku penyidik pada tanggal 21 Mei 2026, penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap kurir dilakukan dengan melihat apakah terdapat bukti bahwa kurir mengetahui isi paket. Penyidik menilai hal tersebut melalui beberapa indikator, seperti adanya komunikasi dengan pengirim atau penerima, adanya imbalan khusus, penggunaan identitas tertentu, instruksi khusus dalam pengiriman, serta keterangan saksi yang mengarah pada keterlibatan kurir. Dengan demikian, status kurir sebagai tersangka harus didukung oleh bukti yang menunjukkan adanya kesengajaan.

Penerima paket juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti mengetahui bahwa paket yang diterimanya berisi narkotika. Pertanggungjawaban pidana terhadap penerima paket dapat dikaitkan dengan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menerima narkotika tanpa hak. Dalam hal ini, Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat menjadi dasar apabila penerima terbukti menguasai narkotika yang terdapat dalam paket tersebut.

Selain Pasal 112, penerima paket juga dapat dikenakan Pasal 114 Undang-Undang Narkotika apabila hasil penyidikan menunjukkan bahwa penerima tidak hanya menerima paket, tetapi juga terlibat dalam transaksi jual beli narkotika. Misalnya, penerima paket terbukti memesan narkotika, melakukan pembayaran, menjadi penghubung dengan pembeli lain, atau menerima paket untuk diserahkan kembali kepada pihak tertentu. Dalam kondisi tersebut, penerima tidak hanya berperan sebagai penerima pasif, tetapi juga sebagai bagian dari peredaran narkotika.

Berdasarkan wawancara dengan Aipda Adrian Alwin, S.H. selaku penyidik pembantu pada tanggal 21 Mei 2026, unsur pengetahuan penerima paket menjadi bagian paling penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penyidik biasanya menelusuri apakah penerima mengetahui nomor resi, menunggu kedatangan paket, memberikan alamat tertentu, menggunakan nama samaran, atau berkomunikasi dengan pihak pengirim. Jika hal-hal tersebut ditemukan dan didukung alat bukti lain, maka penerima dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Pertanggungjawaban pidana terhadap kurir dan penerima paket juga dapat dianalisis melalui konsep penyertaan dalam hukum pidana. Apabila kurir dan penerima paket terbukti bekerja sama dengan pengirim atau pihak lain dalam mengirim dan menerima narkotika, maka mereka dapat dikategorikan sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana. Penyertaan ini menuntut adanya kerja sama yang sadar dan nyata antara para pelaku dalam mewujudkan tindak pidana narkotika.

Pasal 55 KUHP menjadi dasar penting untuk melihat apakah kurir dan penerima paket dapat diposisikan sebagai pelaku bersama-sama. Apabila keduanya memiliki peran yang saling melengkapi, misalnya kurir membawa paket dan penerima telah menunggu untuk mengambil narkotika, maka terdapat kemungkinan keduanya dipertanggungjawabkan sebagai pihak yang turut serta. Namun, penyertaan tidak dapat diterapkan apabila tidak terdapat bukti adanya kesepakatan atau hubungan kerja sama yang sadar antara para pihak.

Selain turut serta melakukan, kurir atau penerima paket juga dapat diposisikan sebagai pihak yang membantu melakukan tindak pidana. Hal ini dapat terjadi apabila peran mereka tidak dominan sebagai pelaku utama, tetapi tetap mempermudah terjadinya tindak pidana narkotika. Misalnya, seseorang menyediakan alamat penerimaan, mengambil paket untuk orang lain, atau membantu menyembunyikan narkotika setelah paket diterima. Dalam hal ini, Pasal 56 KUHP dapat menjadi dasar analisis pembantuan.

Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, penyidik harus melihat kualitas peran masing-masing pihak. Kurir yang membawa paket karena perintah bandar dan menerima imbalan khusus tentu memiliki kedudukan berbeda dengan kurir ekspedisi yang hanya menjalankan tugas pengiriman biasa. Demikian juga penerima paket yang memesan dan membayar narkotika memiliki kedudukan berbeda dengan orang yang alamatnya hanya dicatut oleh pelaku. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana harus bersifat individual dan tidak dapat disamaratakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Johanes Rony S., S.H. pada tanggal 21 Mei 2026, penyidik dalam menentukan pertanggungjawaban pidana tidak hanya melihat siapa yang memegang paket, tetapi juga siapa yang mengendalikan pengiriman tersebut. Menurut penyidik, dalam beberapa perkara narkotika melalui jasa pengiriman, orang yang menerima paket secara fisik belum tentu merupakan pemilik narkotika, karena bisa saja ia hanya disuruh mengambil oleh pihak lain. Oleh sebab itu, penyidikan diarahkan untuk menemukan pengendali sebenarnya dari pengiriman tersebut.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perkara narkotika melalui jasa pengiriman harus diarahkan pada pihak yang memiliki peran nyata dalam jaringan peredaran narkotika. Apabila seseorang hanya dimanfaatkan tanpa mengetahui isi paket, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepadanya. Sebaliknya, apabila seseorang tidak memegang paket secara langsung tetapi terbukti mengatur pengiriman, membayar, atau memberi instruksi, maka ia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Unsur kesengajaan menjadi aspek utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana kurir dan penerima paket. Kesengajaan dapat dilihat dari adanya pengetahuan terhadap isi paket, kehendak untuk membawa atau menerima paket, serta kesadaran bahwa perbuatan tersebut melawan hukum. Dalam perkara narkotika, kesengajaan sering kali tidak dinyatakan secara langsung, sehingga penyidik harus membuktikannya melalui rangkaian fakta, petunjuk, dan alat bukti yang saling berkaitan.

Alat bukti yang digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka. Dalam perkara pengiriman narkotika, keterangan saksi dapat berasal dari petugas ekspedisi, masyarakat, petugas kepolisian, atau pihak yang mengetahui proses pengiriman. Sementara itu, bukti surat dapat berupa resi pengiriman, berita acara penyitaan, hasil laboratorium, dan dokumen administrasi penyidikan lainnya.

Hasil laboratorium forensik memiliki peran penting dalam pertanggungjawaban pidana karena memastikan bahwa barang yang dikirim atau diterima benar merupakan narkotika. Tanpa hasil pemeriksaan laboratorium, barang bukti belum dapat dipastikan sebagai narkotika menurut hukum. Oleh karena itu, hasil laboratorium menjadi dasar penting dalam menghubungkan perbuatan kurir atau penerima paket dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika.

Selain hasil laboratorium, bukti komunikasi juga sangat penting untuk membuktikan hubungan antara kurir, penerima paket, pengirim, dan pihak lain. Riwayat percakapan, panggilan telepon, pesan singkat, atau komunikasi melalui aplikasi dapat menunjukkan apakah penerima mengetahui isi paket, apakah kurir menerima instruksi khusus, atau apakah terdapat transaksi sebelumnya. Bukti komunikasi tersebut dapat menjadi petunjuk kuat dalam menentukan unsur kesengajaan dan keterlibatan.

Berdasarkan wawancara dengan Aipda Adrian Alwin, S.H. pada tanggal 21 Mei 2026, penyidik sering menghadapi kendala ketika penerima paket membantah mengetahui isi paket. Dalam keadaan demikian, penyidik tidak cukup hanya berpegang pada pengakuan, tetapi harus mencari bukti pendukung lain, seperti percakapan, bukti transfer, riwayat pengiriman sebelumnya, dan keterangan saksi. Dengan cara tersebut, penyidik dapat menilai apakah bantahan penerima sesuai dengan fakta atau hanya merupakan upaya menghindari tanggung jawab pidana.

Pertanggungjawaban pidana juga harus memperhatikan hubungan antara perbuatan dan akibat. Dalam perkara narkotika melalui jasa pengiriman, perbuatan membawa atau menerima paket harus memiliki hubungan dengan peredaran narkotika. Artinya, penyidik harus membuktikan bahwa paket tersebut benar ditujukan untuk diedarkan, dimiliki, disimpan, atau digunakan secara melawan hukum. Hubungan ini penting agar penerapan pasal tidak hanya didasarkan pada keberadaan barang bukti, tetapi juga pada konstruksi perbuatan pidana yang jelas.

Dalam hal kurir atau penerima paket terbukti hanya sebagai bagian kecil dari jaringan, hal tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidana tetap terpenuhi. Namun, peran yang lebih kecil dapat menjadi pertimbangan dalam melihat kualitas keterlibatan dan berat ringannya pidana. Dengan demikian, meskipun semua pelaku dapat dipidana, tingkat peran masing-masing tetap harus dibedakan agar penerapan hukum lebih proporsional.

Kurir yang secara sadar membawa narkotika dapat dipidana karena telah membantu kelancaran distribusi narkotika. Peran kurir dalam jaringan narkotika sangat penting karena tanpa adanya pengangkutan atau pengiriman, narkotika tidak akan sampai kepada penerima. Oleh karena itu, apabila kurir terbukti mengetahui dan menerima tugas untuk membawa narkotika, maka pertanggungjawaban pidana terhadapnya memiliki dasar hukum yang kuat.
 

Penerima paket yang secara sadar menerima narkotika juga memiliki tanggung jawab pidana karena tindakannya menjadi bagian akhir dari proses distribusi. Penerima dapat menjadi pembeli, penyimpan, pengedar lanjutan, atau perantara bagi pihak lain. Oleh karena itu, posisi penerima paket harus dianalisis berdasarkan fakta penyidikan, terutama mengenai tujuan penerimaan paket tersebut setelah barang sampai di tangan penerima.

Menurut Aipda Johanes Rony S., S.H. dalam wawancara tanggal 21 Mei 2026, penyidik biasanya menanyakan kepada penerima mengenai alasan menerima paket, hubungan dengan pengirim, sumber informasi nomor resi, dan tujuan penggunaan barang. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diarahkan untuk mengetahui apakah penerima hanya menerima barang biasa atau memang menjadi bagian dari jaringan narkotika. Dengan demikian, pemeriksaan penerima diarahkan pada pembuktian unsur pengetahuan, penguasaan, dan tujuan penerimaan.

Apabila penerima paket terbukti memberikan alamat palsu atau menggunakan identitas orang lain, hal tersebut dapat menjadi petunjuk adanya niat untuk menyamarkan perbuatan. Penggunaan identitas palsu sering dipakai dalam perkara narkotika untuk memutus hubungan antara pelaku utama dan barang bukti. Oleh karena itu, penyidik perlu menilai apakah penggunaan identitas tersebut merupakan kesalahan administratif biasa atau bagian dari modus untuk menyembunyikan tindak pidana.

Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, penyidik juga harus memperhatikan kemungkinan adanya pemanfaatan pihak lain. Jaringan narkotika dapat menggunakan nama, alamat, atau identitas orang lain tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Apabila keadaan ini terbukti, maka orang yang namanya digunakan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, penyidik harus mengembangkan perkara untuk mencari pihak yang benar-benar mengendalikan pengiriman tersebut.

Pertanggungjawaban pidana terhadap kurir dan penerima paket juga berkaitan dengan asas legalitas. Seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dan perbuatannya memenuhi unsur yang diatur dalam ketentuan tersebut. Oleh karena itu, penyidik harus menyesuaikan fakta penyidikan dengan unsur pasal yang tepat, seperti Pasal 112, Pasal 114, atau Pasal 115 Undang-Undang Narkotika, serta ketentuan penyertaan dalam KUHP apabila terdapat kerja sama antar pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Adrian Alwin, S.H. pada tanggal 21 Mei 2026, pasal yang diterapkan terhadap kurir dan penerima paket dapat berbeda tergantung peran masing-masing. Kurir yang terbukti membawa atau mengirim narkotika dapat diarahkan pada pasal yang berkaitan dengan pengangkutan atau pengiriman. Sementara itu, penerima paket dapat diarahkan pada pasal penguasaan, penerimaan, atau perantara jual beli apabila ditemukan bukti bahwa ia terlibat dalam transaksi narkotika.

Dalam praktik penyidikan, tidak menutup kemungkinan kurir dan penerima paket dikenakan pasal yang sama apabila keduanya memiliki kesamaan peran dalam peredaran narkotika. Misalnya, apabila kurir dan penerima sama-sama mengetahui isi paket dan bekerja sama dalam proses pengiriman, keduanya dapat diposisikan sebagai pelaku yang saling mendukung. Namun, apabila perannya berbeda, maka konstruksi pasal juga harus dibedakan agar sesuai dengan fakta hukum masing-masing.

Penentuan pertanggungjawaban pidana harus dilakukan secara hati-hati karena perkara narkotika memiliki ancaman pidana yang berat. Kesalahan dalam menilai peran kurir atau penerima paket dapat berdampak serius terhadap hak seseorang. Oleh karena itu, penyidik harus memastikan bahwa setiap unsur pidana benar-benar didukung alat bukti yang sah, bukan hanya berdasarkan pengakuan atau asumsi semata.

Dalam konteks Polda Sumatera Utara, penyidikan terhadap perkara narkotika melalui jasa pengiriman menunjukkan bahwa modus peredaran narkotika semakin berkembang mengikuti sistem distribusi modern. Pelaku memanfaatkan jasa pengiriman untuk mengurangi risiko pertemuan langsung antara pengirim dan penerima. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana harus dianalisis dengan melihat pola kejahatan tersebut, termasuk siapa yang mengatur pengiriman, siapa yang membayar, siapa yang menerima, dan siapa yang mengendalikan barang.

Berdasarkan wawancara dengan Aipda Johanes Rony S., S.H. dan Aipda Adrian Alwin, S.H. pada tanggal 21 Mei 2026, faktor yang paling menentukan dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana adalah adanya bukti pengetahuan dan keterlibatan aktif. Kedua penyidik menekankan bahwa keberadaan seseorang sebagai kurir atau penerima belum cukup untuk membuktikan kesalahan pidana. Harus ada alat bukti yang menunjukkan hubungan sadar antara orang tersebut dengan narkotika yang dikirim atau diterima.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap kurir dan penerima paket bersifat kasuistis. Setiap perkara harus dinilai berdasarkan fakta penyidikan, alat bukti, peran masing-masing pihak, serta unsur pasal yang disangkakan. Tidak semua kurir dapat dipidana, dan tidak semua penerima paket otomatis menjadi pelaku. Namun, apabila terbukti mengetahui, menghendaki, dan ikut berperan dalam peredaran narkotika, maka keduanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perkara narkotika melalui jasa pengiriman tidak hanya bergantung pada posisi fisik seseorang terhadap paket, tetapi pada adanya kesalahan dan keterlibatan yang dapat dibuktikan. Kurir bertanggung jawab apabila terbukti secara sadar membawa atau mengirim narkotika. Penerima paket bertanggung jawab apabila terbukti mengetahui, menerima, menguasai, atau menjadi bagian dari transaksi narkotika. Tanpa pembuktian unsur tersebut, pemidanaan tidak dapat dilakukan secara adil.

Dalam perkara tindak pidana narkotika melalui jasa pengiriman, pertanggungjawaban pidana terhadap kurir dan penerima paket tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan keberadaan paket narkotika semata. Penyidik harus membuktikan terlebih dahulu adanya hubungan antara pelaku dengan barang bukti, baik dalam bentuk membawa, mengirim, mengangkut, menerima, menyimpan, maupun menguasai narkotika. Hubungan tersebut menjadi penting karena dalam praktik pengiriman barang, seseorang dapat saja menerima atau membawa paket tanpa mengetahui isi sebenarnya. Oleh karena itu, pembuktian unsur pengetahuan dan penguasaan menjadi dasar utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

Kurir dalam tindak pidana narkotika melalui jasa pengiriman dapat dipandang sebagai pihak yang memiliki peran penting apabila ia secara sadar membawa atau mengirimkan paket yang berisi narkotika. Kesadaran kurir dapat dilihat dari berbagai keadaan, seperti adanya komunikasi dengan pengirim atau penerima, imbalan yang tidak wajar, penggunaan identitas palsu, instruksi khusus dalam pengiriman, atau upaya menghindari pemeriksaan petugas. Apabila keadaan-keadaan tersebut dapat dibuktikan, maka kurir tidak lagi dapat dianggap sebagai pihak yang hanya menjalankan tugas pengiriman biasa.

Namun demikian, tidak setiap orang yang membawa paket narkotika dapat langsung dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai kurir narkotika. Penyidik harus membedakan antara kurir yang memang menjadi bagian dari jaringan peredaran narkotika dengan orang yang dimanfaatkan tanpa mengetahui isi paket. Perbedaan ini penting agar penerapan pidana tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tetap sesuai dengan asas kesalahan dalam hukum pidana. Dengan demikian, unsur kesengajaan harus dibuktikan melalui rangkaian fakta yang menunjukkan bahwa kurir mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa paket tersebut berisi narkotika.

Penerima paket juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memiliki hubungan dengan pengiriman narkotika tersebut. Hubungan itu dapat terlihat dari penggunaan nama, alamat, nomor telepon, komunikasi dengan pengirim, bukti transaksi, atau kehadiran penerima pada saat paket diterima. Apabila penerima mengetahui isi paket dan tetap menerima atau menguasainya, maka perbuatannya dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari penguasaan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum.

Dalam proses penyidikan, pembuktian terhadap penerima paket sering kali lebih kompleks karena penerima dapat menyangkal mengetahui isi paket. Oleh karena itu, penyidik perlu menggali fakta mengenai apakah penerima sebelumnya melakukan komunikasi dengan pengirim, apakah terdapat pembayaran atau transaksi, apakah alamat pengiriman sengaja digunakan, dan apakah penerima memberikan instruksi tertentu kepada kurir atau jasa pengiriman. Fakta-fakta tersebut dapat menjadi petunjuk untuk membuktikan adanya pengetahuan dan keterlibatan penerima dalam tindak pidana narkotika.

Barang bukti dalam perkara narkotika melalui jasa pengiriman memiliki kedudukan yang sangat penting. Barang bukti tidak hanya berupa narkotika yang ditemukan dalam paket, tetapi juga dapat berupa resi pengiriman, kemasan paket, telepon genggam, percakapan digital, bukti transfer, rekaman CCTV, identitas pengirim dan penerima, serta dokumen lain yang berkaitan dengan proses pengiriman. Seluruh barang bukti tersebut harus dianalisis secara menyeluruh untuk menunjukkan hubungan antara kurir, penerima paket, dan narkotika yang dikirimkan.

Selain barang bukti, keterangan saksi juga berperan penting dalam membuktikan keterlibatan kurir dan penerima paket. Saksi dapat berasal dari petugas jasa pengiriman, petugas kepolisian yang melakukan penangkapan, masyarakat sekitar, atau pihak lain yang mengetahui proses pengiriman dan penerimaan paket. Keterangan saksi tersebut harus dihubungkan dengan alat bukti lain agar dapat membentuk rangkaian pembuktian yang kuat. Dengan demikian, penyidikan tidak hanya bergantung pada pengakuan tersangka, tetapi didukung oleh bukti objektif.

Penyidik juga perlu memperhatikan kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas di balik pengiriman narkotika. Kurir dan penerima paket sering kali bukan satu-satunya pihak yang terlibat, karena terdapat kemungkinan adanya pengirim, pemesan, penyedia barang, pengendali komunikasi, atau pemodal dalam jaringan tersebut. Oleh karena itu, penyidikan harus diarahkan untuk menelusuri komunikasi, aliran uang, asal barang, dan tujuan akhir narkotika agar pertanggungjawaban pidana tidak hanya berhenti pada pihak yang tertangkap saat membawa atau menerima paket.

Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, penyidik harus membedakan peran masing-masing pihak secara konkret. Kurir dapat berperan sebagai pengangkut, pengirim, atau perantara, sedangkan penerima paket dapat berperan sebagai pemilik, penguasa, pemesan, atau bagian dari jaringan distribusi. Perbedaan peran tersebut akan memengaruhi pasal yang diterapkan, bentuk dakwaan, dan berat ringannya pertanggungjawaban pidana. Oleh sebab itu, uraian peran masing-masing pelaku harus dibuat secara jelas dalam berkas perkara.

Dengan demikian, penyidikan terhadap tindak pidana narkotika melalui jasa pengiriman harus dilakukan secara cermat, objektif, dan berbasis alat bukti. Penyidik tidak cukup hanya membuktikan bahwa terdapat paket berisi narkotika, tetapi juga harus membuktikan siapa yang mengetahui, siapa yang menguasai, siapa yang mengirim, siapa yang menerima, dan siapa yang memperoleh keuntungan dari pengiriman tersebut. Pembuktian yang lengkap akan memperkuat pertanggungjawaban pidana kurir dan penerima paket, sekaligus mencegah kesalahan dalam menetapkan pihak yang bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana kurir dan penerima paket dalam tindak pidana narkotika melalui jasa pengiriman berdasarkan hasil penyidikan di Polda Sumatera Utara ditentukan oleh pembuktian unsur kesalahan, pengetahuan, penguasaan, dan keterlibatan aktif dalam peredaran narkotika. Kurir dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti membawa, mengirim, atau mengangkut narkotika secara sadar. Penerima paket dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti mengetahui isi paket, menguasai narkotika, atau terlibat dalam transaksi. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan peran konkret masing-masing pihak dalam perkara.
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